SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHADIRAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretarial Jenderal Komisi
Pemilihan Umum;

Bahwa Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai
ditentukan berdasarkan capaian kinerja yang diukur
dengan 2 (dua) unsur, yaitu Kehadiran Pegawai dan
Pengisian Laporan Kerja maka perlu ditetapkan petugas
pengelola kehadiran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Petugas
Pengelola Kehadiran di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara | (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 6897);

|

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Négeri Sipil {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Rep1|1blik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Inczlonesia Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atasi Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahani Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negari Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 ,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6340); ‘

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahlim 2017 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pemb:erdayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi BirokrasiiNomor 63 Tahun 2011 tentang

Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

7. Peraturan Komisi Pemiliihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariaté Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Korr;xisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota (Berita Negara Re'publik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagair’nana diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 t‘entang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan




Menetapkan

Tata Kerja Sekretariat Jelnderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemiilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Re;lnubljik Indonesia Tahun 2023
Nomor 826); o

8. Keputusan Sekretaris | Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonc:siaf Nomor 326 Tahun 2022

} .
tentang Petunjuk Teknis ' 'Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Kinerja Pegawai jdi Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Keputuszgn Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Keputusan Sekretarls Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomgr 326 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pelaks%ana‘an Pemberian Tunjangan
Kinerja Pegawai di ngkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, ‘

9. Keputusan Sekretaris }Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 464 Tahulil 2024 tentang Peta Jabatan di
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan UmumiKab{upaten/ Kota sebagaimana
telah diubah dengan Képuthsan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2245 Tahun 2024
tentang Perubahan atas f{epﬁtusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024
tentang Peta Jabatan d1 Sekretanat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekret;nat ‘Kormm Pemilihan Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota. ! |

|

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI EEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TENTANG P‘ENETAPAN PETUGAS
PENGELOLA KEHADIRAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI EMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2026.




KESATU

KETIGA

Menetapkan nama dan tugas Pengelola Kehadiran di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Surakarta Tahun 2026 sebagai berikut:

1.

Iswatul Hasanah, S.H., NIP. 19920620 201903 2 004
sebagai pengelola data laporan kinerja harian pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Tahun 2026 yang diberi kewenangan untuk mengelola
data laporan kinerja harian pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta; dan

. Oinike Sinaga, S.H., NIP 19930317 202012 2 009

sebagai pengelola buku kendali kehadiran pada
Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Surakarta
Tahun 2026 yang diberi kewenangan untuk mengelola
buku kendali kehadirran yakni absensi dari mesin
absensi pada Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKota
Surakarta Tahun 2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA




